
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. a. Kedudukan jaminan debitur dengan dicabutnya SK ASN oleh Negara 

maka kedudukan jaminan tersebut tidak berlaku lagi secara hukum, 

dikarenakan debitur telah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai 

ASN dari instansi tempat ia bekerja. Dengan adanya pemberhentian 

dengan tidak hormat terhadap ASN tersebut maka dalam hal ini pihak 

yang menjadi penanggung jawab atas kredit debitur tersebut adalah PT. 

Jamkrida Riau berdasarkan perjanjian kerja sama yang dibuat dengan 

PT. Bank Riau Kepri. Kemudian dengan adanya pemberhentian dengan 

tidak hormat tersebut, maka dari itu hilanglah segala hak dan kewajiban 

dari ASN, dan jaminan tersebut dikembalikan kepada si debitur. 

b. Kedudukan pinjaman nasabah pada Bank Riau yang mengalami kredit 

macet dikeranakan suatu kasus yang mengakibatkan nasabah tersebut 

diberhentikan dengan tidak hormat sebagai ASN yang mana 

jaminannya adalah SK pengangkatan ASN tersebut. Maka dari itu 

hilanglah segala hak dan kewajibannya sebagai ASN tetapi tidak 

menghilangkan kewajibannya sebagai nasabah dalam pelunasan 

kreditnya. Sebelumnya nasabah telah melakukan perjanjian perikatan 

dengan pihak bank. Dimana pihak PT. Bank Riau Kepri yang 

memberikan kredit kepada nasabah yang agunannya berupa SK 

Pengangkatan ASN, disini PT. Bank Riau Kepri selaku kreditur lebih 



 

 

hati-hati terhadap nasabah yang mengagunkan SK tersebut, karena 

pihak bank khawatir kepada nasabah dan takut terjadinya kredit macet 

dikarenakan berbagai hal diantaranya nasabah meninggal dunia, cacat 

fisik, pensiun dan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya. 

2. Penyelesaian kredit macet antara debitur dan kreditur pada dasarnya 

dituangkan dalam klausul yang terdapat dalam perjanjian kredit antara 

kedua belah pihak. Pihak yang mendapatkan perlindungan hukum dalam 

hal ini adalah PT. Bank Riau Kepri karena pada saat terjadi pemberhentian 

secara tidak hormat terhadap ASN yang bersangkutan, maka 

penyelesaiannya di karenakan ASN tersebut diberhentikan secara tidak 

hormat maka PT. Bank Riau Kepri mengajukan klaim kepada PT. 

Jamkrida Riau selaku penanggung jawab kredit kreditur. Namun pada 

kenyataannya, PT. Jamkrida Riau hanya dapat mencairkan klaim sebesar 

75 % dan hal tersebut membuktikan bahwa perlindungan hukum belum 

berjalan sebagaimana mestinya. 

 

 

 

 

 

 

 

B. Saran 



 

 

1. a. Sebagai seorang ASN dalam menjalankan jabatannya harus 

melaksanakan kewajiban dengan semestinya dan mematuhi seluruh 

aturan-aturan yang berlaku agar tidak terlibat kasus penyalahgunaan 

jabatan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 

b. PT. Jamkrida Riau sebagai Lembaga Penjamin Kredit Daerah harus 

membayar klaim yang diajukan oleh PT. Bank Riau Kepri jika terjadi 

kredit macet pada debitur tersebut sesuai dengan yang telah 

diperjanjikan sebelumnya, dengan catatan PT. Bank Riau Kepri 

mengasuransikan kreditnya kepada PT. Jamkrida. 

2.  PT. Jamkrida Riau sebagai lembaga penjaminan Kredit Daerah harus lebih 

teliti dalam menuangkan klausul-klausul yang akan dituangkan dengan 

PT. Bank Riau Kepri, yang mana dalam perjanjian tersebut pihak bank 

lebih mengutamakan perjanjian bakunya. Terkait dengan nasabah yang 

diberhentikan secara tidak hormat sebagai ASN, alangkah baiknya PT. 

Jamkrida Riau melakukan suatu pengecualian dalam klausul perjanjian 

kerjasama terhadap kasus ini. 

 


